.‘f"-g‘.-.p (.

I

.\‘ =

-
-

PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR 40 TAHUN 2016

>

3
§

—

Q@22

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TOBA
SAMOSIR NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTARG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN sm;'r oy
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN{SO; ;M.
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DISUSUN OLEH :

BAGIAN HUKUM SETDAEAB TOBA SAMOSIR
dan

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN KEEAYAAN
DAERAH KEABUPATEN TOBA SAMOSIR

TAHUN 2016




BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
‘NOMOR 40 TAHUN 2016 s

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN¢
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN -
SOSIAL YANG BERSUMBER DAR!I ANGGARAN PENDAPATAN DA
BELANJA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR il

b

-

Memmbang

Loa.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA g
BUPATI TOBA SAMOSIR,
bahwa schubungan dengan ditetapkannya Peraturan

Menteri Dalam Negeri Namor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011. tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka untuk
menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri =
dimaksud perlu mengubah Peraturan Bupati Toba
Samosir Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang -
bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Toba Samosir terhadap Peraturan
Menteri dimaksud; w4

b. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Toba Samosir Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pengangggaran,Pelaksanaan dan  Penatausahaan, ’
Pertanggungjawaban dan Pclaporan Serta Momtonpg ..‘ :
dan Evaluasi Hibah dan Baatuan Sosial, Y g,
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan F Bjg L'ﬂ!
Daerah Kabupaten Toba Samosir; " d ’



: L ettt

Mengingat  : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1998y ' '
Pembentukan * Kabupaten . Dacrah Tingku B 17
Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat 1l Man
Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3794);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia ~
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemtaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Kevangan antara Pemerinitah Pusat dan

Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Unddng - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Reputlik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); .

6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara chublihg—.

Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lerabaran ..

Negara Republik Indonesia Nomor 5430); "7;{ ;',‘ |

&

7

7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang, .
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reppaﬁk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Leml?'q{an
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua_
Atas Undang - Undang Nomor 23 Taliun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoresia Nomor $679):

8. Peraturan Pemeritah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemeritah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lerabaran
Negara Republik Indonssia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);



1U. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir ‘dengan  Peraturan
Presiden Nomof 75 Tahun 2014 tentang Perubahan
kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan barang/jusa Pemerintah; i

L1, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana ielak diubah beberapa Kkali terakhir
dengan Peraturan Meateri Dalam negeri Nomor 21
Tanun 2011 wentang Perubahan Kedua: Atas Pe; b
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tanun2006|4enidng:
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; -f;f!'.ﬁf" '

12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 32 Tahun 20 I tentarg

Pedoman Pemberiun Hibah dan Bantuan Sdsial

scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4

Tahun 2016 tentang Pedoman Pémberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2
Tahun 2008 tentang Organisasi perangkat Daerah
Kabupaten Toba Samosic (Lembaran Daeraly Kabupaten
Toba Samosir Tahun 2009 Nomor Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupater: Toba Samosir Nomor 6
Tahun 2008 tentang FPokok-Pbkok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba
Samosir Tahun 2008 Nomor 6 sen E Nomor 4);

15. Peraturan Dacrah Kabupaten Toba Samosir Nomor 22
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Dacrah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHMAN  KEDUL
ATAS PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR NOMOR 33
TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN:
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERT
MONITORING ~DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUA!
SOSIAL YANG ~ BERSUMBER DARl  ANGGARAN!
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TQBA:
SAMOSIR. * Nt

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 33 Tahun 201 |
ntang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan  Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Moniloring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2011
Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Toba Samosir



Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Alas Peraturan Bubaii Toba Samosir

Nomor

33 Tahun 2011 tentang Tdta Cara Perganggaran, Pelaksanaan dan

Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan Pelaporan Serta Monitoring  dan
Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir (Berita Dacrah Kabupaten Toba
Samosir Tahun 2012 Nomor 25), diubah sebagai berikut:

-

1. Ketentuan Pasal | diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sepagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

=il ¢

2.
3.
4.

10.

11.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian v

. Pasal 1 AR
g

Pemerintah Daerah adalah Bupati Toba Samosit, dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintihan daerah.

Bupati adalah Bupati Toba Samosir.

Kabupaten adalah Kabupaten Tcha Samosir.

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah vang selanjutnya dis"‘ " ;"F'&FD
adalah Lembaga perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tqb&:i;v, mosir
scbagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Y P -}_ -~
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tobﬁ;{,’Shmo'sir
selaku Kordinator Pengelolaan Keuangan Dacrah, © LS
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalgm' rangka’
penyelenggaraan pemerintahan _dacrah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajibar: dacrah Kabupaten Toba Samosir.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeiah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah, Z

Pcjabat Pengelola Keuangan Duaerah yang selanjutnye disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan berdndek sebagei bendahara
umum daerah. ’

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang sclanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan pengelolaan APBD.

Satuan Kerja Perangkat Daecrah yang sclanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerash pada pemerintah dazerzsh  selaku  pengguna
anggaran/barang. ) i 312
Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dacrah dan dipimpin oleh
melaksanakan kebijakan Kepala Dacrah dalam rangka penyusunan APBD
yang anggotanya tergiri dari pejabat perencana dacrah, PPKD dan pes -
lainnya sesuai dengan kebutuhan, - 4%‘ ﬁ'



2.

12.

13.

14,

15.

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD
adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian
keuangan selaku Bendahara Umum Daerah. .

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program,
kegiatan dan anggaran SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-

PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro
keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD merupakan dokumen yang.memual pendapatan dan nja setiap
SKPD yang digunakan scbagai dasar pelaksanaan oleh penggina
anggaran, ?

16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah

17.

18.

19.

20,

kepada pemerintah pusat atau pemerintah daersh lain, Badan Usaha
Milik Negara/Badap Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara 'sp. sifik
telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,
serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menihjang
penyelenggaraan urusan pemerintaha.y daerah. TRE A0 1 R
Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uvang/ba¥ang dari
pemerintah  dacrah kepada individu, keluarga, kelompok + dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidal secara terus menerus den selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.,
Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan
polensi terjadinya kerentanan sosial yang dithnggung oleh individu.
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial,

krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika

tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak
dapat hidup dalam kondisi wajar,

Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah
naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah,
KUA dan PPAS adalah merupakan Kebjjakan Umum Anggarar Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan kepada TAPD untuk

. _ dibahas dan menjadi dasar pencantuman Alokasi Anggaran.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayaL (4) diubah, sehingga Pasal 4

berbunyi sebagai berikut: e
BAB III
HIBAH
Bagian Kesatu
Umwin
Pasal 4 o c;h
L

"l B
(1) Pemerintah daerali dapat memberikan hibah sesuai ‘;kem'éx;pt}an

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimak?ud pada ayat (1) dilaku

keuangan daerah. r A R4

.utelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanj ;umsan

L_ _pilihan. -
e e T - —

L



(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada qyat (1) dityjukan untuk
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah
sesual urgensi dan képentingan daerah dalam mcndukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas kezadilan, kepatuzan ~
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. ,
(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcm%\th;mm‘;;a'
~ paling sedikit: d m}q} ”',‘J' ]
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; SN Mo,
b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara t rus, enerus -
setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuanga? daerah
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

¢. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung
terselenggaranya  fungsi  pemerintahan, pembangunan  dan
Kemasyarakatan;

d. memenuhi persyaratan penerima hibah,

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, schingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: -
oy ~ Pasal 5 .

Hibah dapat diberikan kepada: .
Pemerintah Pusat;
Pemerintah Daerah lain;
Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usuha Mlhk Daerah dan/atau
Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia.

a0 o

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal & berbunyi:

-

PP

Pasal 6

(1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal S
hurul & diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga
pemerintah non kementenian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah
yang bersangkutan, :

{2) Hibah kepada pemenntah daerah lainnya sebagaimana dunakstf&ﬂalam
Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pem kgra
daerah secbagaimana diamanatkan pcratumn pcrundang-undangan AU R

(3) Hivah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksu ."dalam
,Pasal 5 huruf ¢ diberikan dalarn rangka untuk meningkatkan pelayanan ..
kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf ¢ diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang
diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga :

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan
peraturan perundang-undangan:




b,  yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah mem;!xln,s
Keterangan Terdaftar yang diterbitkan olech Menteri Dalhnf Negcn.
Gubernur atau Bupati; atau

¢ vang bersifat nirlaba, sukarela bersifai sosial kemasyarakatan bc‘ruba
kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adar ..
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat,
dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau
pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan
instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait
sesuai dengan kewenangannya.

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang Dberbadan hukum
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal S huruf d diberikan kepada
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hulum yayasan atau
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkunpulan yang
telah mcndapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang
membidangi urusen hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan
perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbuny: sebagai berikut:
Pasal 7

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam {Pasal 6
ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. memiliki kepengurusan yang jelas di kabupaten;

b. memiliki surat keterangan domisili dari Luraly/Kepala Desa setempat
atau sebutan lainnya; dan

¢. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaogn‘.

(2) Hibah kepada organisasi kemaSyarakatan sebagzimana dunaksud da.lam

Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit: | :.';'(_

a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusa.n “hukum
dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) lahun,; kccuala
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; :

b berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan Kabupalcn.
dan

¢. memiliki sekretariat tetap di Kabupaten. .

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai
berikut: . -
Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 8

(1) Pemerintah pusat pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara
atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisas:
kemasyarakatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat
menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupau,

(2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyamgaikan
hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.



(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) sesua. dengan prioritas dan kemampuan
keuangan daerah.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai
benkut:

(H

(2)

"3

Pasal 11

Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ()
dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis bcla.nja hibah,
obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
Obyek belanja hibah dan rincian obyck belanja hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lain;
¢. Badan Usaha Milik Negara atau Badan {Jsaha Milik Dacrah; dan/atau
d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatun yang bcrbadan

hukum Indonesia,
Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang
diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalan
Jemis belanja barang dan jasa, obyek telanja hibah barang atau jasa dan
rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada
pihak ketiga/masyarakat pada SKPD. . P ‘«6

':":\

8. Ketentuan Pasa! 14 diubah, schingga Pasal 14 berbunyi sebagai berﬂmt'. :

(1)

(2)
(3)
(4)

(S)

(6]

b4 X 2
Pasal 14 il
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan daftar penerima’ hibah
beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan
dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan dacrah tentang AP3D
dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar penyaluran/penyerahan hibah.
Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima
hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
NPHD scbagaimana dimaksud pada ayat (3) diproses olehh SKPD terkait
Pemberi Rekomendasi.
Pencairan hibah dalam bentuk uvang dilakukan dengan mekanisme
pembayaran  langsung (LS) sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pencairan Hibah dengan ‘cara pembayaran langsung (LS) sebagaimana
dimaksud padaayat (5) dilakukan setelah penerima hibah menyerahkan
kclcngkapan berkas yang terdiri dag':
a. surat permohonan pencairan hibah yang ditujukan kepada jBupati
atau pejabat yang ditunjuk;
b. NPHD;
¢. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas;
d. Nomor Rekening Bank atas nama organisasi bukan atas nama pribadi;



¢. Surat Keputusan Susunan Kepengurusan Penerima hibah dan
dokumen lain yang bcrhubungan dengan lembtaga tersebut,
f.. Telah terdaftg‘r_ac, gai reaniza sigllempasyaragatan padaPemenutam

Hukum dari Kemeptianmanmpmentsidane! Hukum dan Hak Azasiz,
Manusia sesual Perairpg. ErEHn 'nndangan bagi orgamsasi
kemasyarakatan vangtﬂ:ﬁadhmum Indonesia, Vi
(7] Kelengkapan berkas pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) .
huruf a sampai dengan huruf { dibuat masing-masing 2 (dua) rangkap.
(8) Penyaluran Hibah dilakukan melaiui pemindahbukuan dan Rekemng Kas

Umum Dacrah ke Rekening penerima hibah.

-

Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 bcrbum AR f ai
AT

berikut: HERAF) it il
. BARV '~nwx ﬁ\} A
BANTUAN SOSIAL ‘
Bagian Kesatu =
Umum’
Pasal 22

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan sosial kepada
anggowa/kelompok masyarakat sesuai kemampuan Keuangun daerah.

{2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada 2yat (1) dilakukan
setelah memprioritaskan pemenuhen belanja urusan wajib dun urusan |
pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan
manfaat untuk masyarakat.

. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehing®a Pasal 43 berblnyi sebagai bcrikgt: i
BAB VIl

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43

. — -

(1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6’h_):'at {6)
dikecualikan terhadap:

a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013; . A

b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdésdr’lqmm
Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulu.n Pcrlg.unpulan
Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vercenigingen) yang.
berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik !ndog sia, dan
konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset banpsa,
tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013;



¢. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan
Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 ;
Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan . :
d. Organisasi Kemasyarakatan yang didir'kan oleh Warga Negara Asing,
Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan =~
Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka
wakiu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang \,t
Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, hibah dan bantuan sosial
Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan
dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dan telah sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Bupati ini. 3 !l

(3) Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan sosial Tahun Angga.rai: 2016 ";.
‘belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini, hibah dan bantuan sosial ;
Tahun Arnggaran 2016 dapat dianggarkan setelah dilakukan penvesuaian
berdasarkan Peraturan Bupati ini dan dntempkan dalam Perubahan APBD

. Tahun Anggaran 2016

Pasal II :zgz'éfgﬁ..fm.i}’_ i
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. AT o
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan .P’ aturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Toba, 'Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 27 Juni 2016

BUPATI TOBA SAMOSIR,
) = Cap/dto ;
DARWIN SIAGIAN d
Diundangkan di Balige 3
pada tanggal O! Juli 2016 !

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TOBA SAMOSIR

Cap/dte

AUDI MURPHY O. SITORUS

NIP 19691 26 200502 1 002



